LAMPIRAN



Lampiran 1
Formulir permohonan informasi publik dan tanda terima penyerahan dokumen

informasi publik dari BPK RI Jakarta Pusat
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Lampiran 2

Daftar provinsi yang menjadi sempel penelitian

Provinsi

z
e

Aceh

Bali

Banten

Bengkulu

D.I Yogyakarta
DKI Jakarta
Gorontalo

Jambi

Jawa Barat

10. | Jawa Tengah

11. | Jawa Timur

12. | Kalimantan Barat
13. | Kalimantan Selatan
14. | Kalimantan Tengah
15. | Kalimantan Timur
16. | Bangka Belitung
17. | Kepulauan Riau

18. | Lampung

19. | Maluku

20. | Maluku Utara

21. | Nusa Tenggara Barat
22. | Nusa Tenggara Timur
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23. | Papua
24. | Papua Barat
25. | Riau

26. | Sulawesi Barat

27. | Sulawesi Selatan
28. | Sulawesi Tengah
29. | Sulawesi Tenggara
30. | Sulawesi Utara
31. | Sumatera Barat
32. | Sumatera Selatan
33. | Sumatera Utara




Lampiran 3

Item pengungkapan yang digunakan dalam penelitian

Elemen Pengungkapan Wajib

Ya/Tidak

3.

PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan
1.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam
pengukuran persediaan;

Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang
atau perlengkapan yang digunakan dalam
pelayanan masyarakat, barang yang disimpan
untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat,
dan barang yang masih dalam proses produksi
yang dimaksudkan untuk di jual atau diserahkan
kepada masyarakat.

Kondisi persediaan.

9.

PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi
4.

Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai
investasi;

Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan
nonpermanen;

Perubahan harga pasar baik investasi jangka
pendek maupun jangka panjang;

Penurunan nilai investasi yang signifikan dan
penyebab penurunan tersebut;

Investasi yang dinilai dengan 1 ngan nilai wajar
dan alasan penerapannya;

Perubahan pos investasi

PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

10. Dasar penilaian yang digunakan untuk

menentukan nilai tercatat ( carriying amount );

Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir




11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

periode yang menunjukkan :

Penambahan;

Pelepasan,;

Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika
ada;

Mutasi aset tetap lainnya Informasi penyusutan
meliputi:

Nilai Penyusutan;

Metode Penyusutan yang digunakan;

Masa manfaat atau tarif penyusutan yang
digunakan.

Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan
pada awal dan akhir periode;

Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang
berkaitan dengan aset tetap;

Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam
konstruksi;

Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Jika
aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai
kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
Tanggal efektif penilaian kembali

Jika ada, nama penilai independen

Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk
menentukan biaya pengganti

Nilai tercatat setiap jenis aset tetap

PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi

dalam Pengerjaan

28.

Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan

berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu




29.
30.
31.
32.

penyelesaiannya.

Nilai kontrak konstruksi dan sumber biayannya;
Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;

Uang muka kerja yang diberikan;

Retensi

PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban

33.

34.

35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

44,
45.

46.

Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka
panjang yang diklasifikasikan bedasarkan pemberi
pinjaman;

Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah
bedasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan
jatuh temponya;

Bunga pinjaman yang terutang pada periode
berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
Konsekuensi dilakukannya penyelesaian
kewajiban sebelum jatuh tempo;

Perjanjian restrukturisasi utang meliputi :
Pengurangan pinjaman;

Modifikasi persyaratan utang;

Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
Pengunduran jatuh tempo pinjaman;

Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman;
Pengurangan jumlah bunga terutang sampai
dengan periode pelaporan.

Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam
bentuk daftar umum utang bedasarkan kreditur.
Biaya pinjaman:

Perlakuan biaya pinjaman;
Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada

periode yang bersangkutan;

Tingkat Kapitalisasi yang dipergunakan




Lampiran 4

Hasil perolehan dari item pengungkapan laporan keuangan pemerintah

DSCL | DSCL | DSCL | DSCL | DSCL | DSCL
R R R R R R
No. Provinsi
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
1| Aceh 0.50 0.50 0.39 0.48 0.57 0.61
> | Bali 0.41 0.48 0.46 0.48 0.54 0.57
3 | Banten 0.39 0.48 0.39 0.46 0.59 0.61
4 | Bengkulu 0.37 0.46 0.41 0.41 0.50 0.54
5 | D.I Yogyakarta 0.35 0.43 0.46 0.46 0.54 0.72
6 | DKI Jakarta 0.43 0.50 0.43 0.50 0.57 0.63
7 | Gorontalo 0.22 0.39 0.39 0.41 0.50 0.61
8 | Jambi 0.33 0.41 0.41 0.48 0.50 0.65
9 | Jawa Barat 0.39 0.43 0.41 0.43 0.52 0.61
10 | Jawa Tengah 0.33 0.52 0.41 0.41 0.54 0.65
11 | Jawa Timur 0.35 0.41 0.41 0.43 0.57 0.63
12 | Kalimantan 0.28 0.37 0.39 0.46 0.50 0.61
Barat
13 | Kalimantan Sel 0.30 0.39 0.37 0.43 0.52 0.63
14 | Kalimantan Teng | 022 0.37 0.39 0.46 0.52 0.59
|5 | Kalimantan 035 | 041 | 039 | 041 | 057 | 0.63
Timur
16 | Bangka Belitung | 037 0.41 0.52 0.57 0.59 0.70
17 | Kepulavan Riau | 033 0.39 0.39 0.48 0.57 0.61
18 | Lampung 0.33 0.41 0.46 0.48 0.54 0.61
19 | Maluku 0.35 0.41 0.46 0.43 0.54 0.61
20 | Maluku Utara 0.33 0.37 0.46 0.46 0.52 0.67
21 | NTB 0.37 0.43 0.39 0.43 0.50 0.63




22 | NTT 0.35 0.39 0.37 0.41 0.54 0.61
23 | Papua 0.37 0.39 0.37 0.52 0.52 0.70
24 | Papua Barat 0.24 0.35 0.37 0.46 0.50 0.63
25 | Riau 0.26 0.33 0.43 0.54 0.61 0.72
26 | Sulawesi Barat 0.24 0.35 0.46 0.48 0.63 0.72
27 | Sulawesi Selatan | 041 0.39 0.46 0.43 0.57 0.61
28 | Sulawesi Tengah | 0-37 0.37 0.46 0.48 0.61 0.63
29 %Illaggj; 0.37 0.39 0.39 0.50 0.57 0.63
30 | Sulawesi Utara 0.39 0.41 0.46 0.41 0.63 0.67
31 | Sumatera Barat 0.37 0.41 0.41 0.43 0.57 0.59
32 | Sumatera Selatan | 028 0.37 0.39 0.48 0.61 0.70
33 | Sumatera Utara 0.33 0.39 0.39 0.43 0.59 0.65




